
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia untuk 

melahirkan generasi penerus yang mampu mengembangkan potensi dirinya. 

Pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah pusat maupun daerah, bahkan 

menjadi salah satu unsur Millennium Development Goals (MDGs). Dalam rangka 

mencapai tujuan tersebut, pemerintah telah menyusun berbagai standar pelayanan, 

baik yang menjadi kewenangan sekolah maupun pemerintah daerah. Standar 

pendidikan tersebut ditetapkan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan 

mutu pendidikan maka ditetapkan delapan standar nasional pendidikan. 

Percepatan peningkatan mutu pendidikan nasional dilakukan dengan 

mengimplementasikan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di seluruh satuan 

pendidikan. MBS atau yang sering disebut juga Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Sekolah merupakan model manajemen yang memberikan otonomi yang 

lebih besar pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang 

melibatkan secara langsung warga sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah 

berdasarkan kebijakan pendidikan nasional (Rosmalah, 2016:64). Dasar utama 

penggunaan Manajemen Berbasis Sekolah adalah paradigma desentralisasi 

pendidikan yang diterapkan untuk memecahkan ketidakefektifan dari paradigma 

pendidikan sentralistik yang sebelumnya diterapkan di Indonesia. Bentuknya 

adalah pemberian wewenang otonomi sekolah dalam menentukan kebijakan 

sekolah sesuai aturan-aturan terkait Sistem Pendidikan Nasional (Bandur dan 

Gamage, 2009:68). Hal tersebut juga terjadi pada kegiatan pendidikan pada 

sekolah-sekolah di Kecamatan Kota Kabupaten Kudus, termasuk beberapa SD 

pada Gugus Kartini. Pelaksanaan MBS sangat membantu dalam pengelolaan 

sekolah sesuai dengan potensi dan tujuan yang ingin dicapai sekolah. Hal tersebut 

dapat memajukan seluruh potensi sekolah karena setiap sekolah memiliki 
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karakteristik yang berbeda-beda sehingga harus dikelola secara langsung oleh 

pihak sekolah yang berhadapan dengan kondisi tersebut. 

MBS mengacu pada peningkatan keterlibatan orang tua, siswa, guru, 

pejabat, kepala sekolah, dan kelompok penerima manfaat dari masyarakat dan 

organisasi lokal. Partisipasi berbagai pihak tersebut ditujukan untuk meningkatkan 

kemandirian, tanggung jawab, dan akuntabilitas sekolah. Karakteristik utama 

MBS berfokus pada peningkatan prestasi akademik siswa dan hasil sekolah 

lainnya. Penerapan MBS dalam kegiatan sekolah memungkinkan komunitas lokal 

yang terlibat dapat melakukan pemantauan yang lebih dekat terhadap staf sekolah, 

penilaian siswa yang lebih baik, kecocokan antara persyaratan sekolah dengan 

kebijakannya, dan penggunaan sumber daya secara efektif (Moradi et al., 

2012:2143). Keterlibatan semua pihak yang berperan dengan efektif dalam 

pelaksanaan MBS menjadi dasar usaha mengelola sekolah menjadi institusi 

pendidikan yang lebih bermanfaat untuk mengembangkan setiap potensi peserta 

didik. Hal tersebut berdampak positif mengingat semua siswa dapat berkembang 

sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing secara maksimal. 

MBS bertujuan mencapai kualitas mutu dan relevansi pendidikan yang 

setinggi-tingginya, dengan tolok ukur penilaian hasil output dan outcome bukan 

pada metodologi atau prosesnya. Mutu dan relevansi merupakan satu kesatuan 

substansi, artinya hasil pendidikan yang bermutu sekaligus relevan dengan 

berbagai kebutuhan dan konteksnya. Mutu merujuk pada dicapainya tujuan 

spesifik oleh siswa (lulusan), seperti nilai ujian atau prestasi lainnya, sedangkan 

relevansi merujuk pada manfaat dari apa yang diperoleh siswa melalui pendidikan 

dalam berbagai lingkup atau tuntutan kehidupan yang sesuai dengan kebutuhan 

pasar (lifeskill). Dengan demikian, motivasi sekolah dalam menciptakan siswa 

yang berkualitas dan berdaya saing tinggi perlu didukung secara maksimal oleh 

semua pihak yang terkait (Mujiburrahman et al., 2018:19-20). 

Implementasi MBS di SD tidak selalu berjalan dengan lancar. Berbagai 

kendala penerapan aspek-aspek MBS secara umum masih dapat ditemukan di 

seluruh provinsi di Indonesia. Temuan tersebut merupakan indikasi bahwa 

penerapan MBS di SD perlu dievaluasi dan menjadi masukan untuk menemukan 
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masalah dan langkah penyelesaiannya, baik secara lokal maupun nasional 

(Mustiningsih, 2015:501-505). Kendala yang muncul meliputi: 

(1) Implementasi manajemen kurikulum dan pembelajaran menghadapi 4 kendala 

(perencanaan; pelaksanaan; dan pengevaluasian pembelajaran; serta PAKEM). 

(2) Implementasi manajemen peserta didik menghadapi 8 kendala (pendataan; 

PPDB; orientasi; pembinaan; ekstrakurikuler; layanan khusus; pengawasan, 

evaluasi dan pelaporan; dan pembinaan prestasi unggulan). 

(3) Implementasi manajemen pendidik dan tenaga kependidikan menghadapi 7 

kendala (perencanaan kebutuhan; rekrutmen/pengadaan; penempatan; 

pembinaan dan pengembangan; pemberian motivasi; rotasi kerja; pengawasan, 

evaluasi kinerja, dan pelaporan). 

(4) Implementasi manajemen sarana dan prasarana menghadapi 5 kendala 

(analisis kebutuhan dan perencanaan; pengadaan; pendistribusian dan 

pemanfaatan; pemeliharaan; dan penghapusan). 

(5) Implementasi manajemen pembiayaan menghadapi 5 kendala (penyusunan 

RKS/RKJM/RKT, RKAS; penggalian sumber-sumber; pembukuan; 

penggunaan sesuai peraturan perundangan: transparan, akuntabel; 

pengawasan, evaluasi dan pelaporan). 

(6) Implementasi manajemen humas menghadapi 3 kendala (penyusunan 

program; pembagian tugas pelaksana; dan pelaksanaan kegiatan). 

(7) Implementasi manajemen budaya dan lingkungan menghadapi 3 kendala 

(perencanaan program kegiatan; sosialisasi program kegiatan; dan pelaksanaan 

program kegiatan). 

Berbagai permasalahan di atas merupakan tantangan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan MBS dalam mewujudkan program desentralisasi pendidikan. 

Otonomi diberikan kepada sekolah agar dapat leluasa mengelola sumber daya dan 

sumber dana pendidikan yang dimiliki sekolah untuk dialokasikan sesuai dengan 

prioritas kebutuhan sekolah. MBS merupakan sebuah model pengelolaan yang 

memungkinkan partisipasi aktif sekolah bersama masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan (Aziz, 2015:78).  
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Penerapan otonomi sekolah melalui MBS memerlukan peran kepala 

sekolah secara lebih luas. Kepala sekolah adalah faktor yang paling dominan 

dalam mencapai tujuan sekolah. Keberhasilan penerapan setiap perubahan atau 

inisiatif dalam organisasi sekolah bergantung pertama dan terutama pada 

kepemimpinan kepala sekolah dan kemampuan untuk beradaptasi dengan situasi 

yang berbeda. Oleh karena itu, kepemimpinan sekolah menjadi prioritas kebijakan 

pendidikan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Penugasan kepala sekolah 

yang tercantum dalam Permendikbud No. 6 tahun 2018 tentang Penugasan Guru 

sebagai Kepala Sekolah menjelaskan bahwa setiap guru dapat diberikan tugas 

sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya 

meningkatkan mutu pendidikan.  

Peningkatan peran tersebut harus diimbangi dengan peningkatan 

profesionalisme kepala sekolah. Kepala sekolah dan guru merupakan pelaksana 

inti program-program sekolah yang diharapkan memiliki kemampuan dan 

integritas profesional. Dengan demikian, kepala sekolah secara umum ikut 

bertanggung jawab terhadap peningkatan belajar siswa. Tanggung jawab tersebut 

dijabarkan lebih luas menjadi 4 hal yang harus diperhatikan kepala sekolah, yaitu 

(1) mendukung, mengevaluasi dan mengembangkan kualitas guru; (2) penetapan 

tujuan, penilaian dan akuntabilitas; (3) pengelolaan keuangan yang strategis dan 

manajemen sumber daya manusia; dan (4) kolaborasi dengan sekolah lain. 

Peningkatan tanggung jawab dan akuntabilitas kepemimpinan kepala sekolah 

dapat menciptakan kebutuhan akan distribusi kepemimpinan, baik di sekolah 

maupun lintas sekolah. Komponen penting adalah peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam memperkuat kebijakan dan prosedur yang meningkatkan 

kemampuan guru secara profesional (Alshurman, 2015:866). 

Peran dan tanggung jawab kepala sekolah yang semakin sentral 

memerlukan kemampuan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam 

menjalankan manajemen sekolah. Kepala sekolah tidak berfungsi hanya sebagai 

manajer bangunan sekolah, bertugas mematuhi peraturan daerah, menjalankan 

peraturan, dan menghindari kesalahan. Kepala sekolah harus menjadi pemimpin 

instruksional yang mampu mengembangkan tim guru yang memberikan instruksi 
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yang efektif kepada setiap siswa. Kepemimpinan kepala sekolah secara umum 

menemui kendala rendahnya kemampuan kepala sekolah. Kepala sekolah 

membutuhkan pelatihan, keterampilan, dan pengalaman untuk fokus pada 

kepemimpinan instruksional dan memaksimalkan efektivitas individu guru, serta 

efektivitas sekolah secara keseluruhan (Krasnoff, 2015:1-2). 

Efektivitas seluruh program sekolah tidak akan berjalan baik tanpa 

kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional. Kepala sekolah adalah 

manajer sekolah yang mengelola segala kegiatan sekolah berdasarkan kebijakan 

yang telah ditetapkan. Dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah 

mengimplementasikan proses yang demokratis, sehingga semua pihak memiliki 

tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya (Aziz, 

2015:83). Aspek demokrasi dalam menjalankan kepemimpinan kepala sekolah 

berpengaruh dalam pengelolaan sumber daya manusia di sekolah. Kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah diketahui dapat mendorong terlaksananya program-

program sekolah secara efektif. Sekolah sebagai organisasi pendidikan 

dikategorikan efektif tampak pada kondisi kerja para guru yang responsif dalam 

melaksanakan program sekolah. Kepemimpinan demokratis juga diketahui 

menumbuhkan loyalitas guru kepada kepala sekolah, sehingga dapat muncul 

komitmen yang kuat untuk mencapai visi, misi dan tujuan sekolah melalui kinerja 

dan prestasi (Mbeu dan Anwar, 2011:222-223; Bhatti et al., 2012:193-196). 

Kepala sekolah yang memimpin secara demokratis mengadakan 

konsultasi dengan para guru mengenai tindakan dan keputusan yang akan 

dijalankan di sekolah. Kepala sekolah akan berusaha memberikan dorongan 

sebagai panutan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusan yang telah 

disepakati (Hafulyon, 2012:121). Kepala sekolah yang demokratis akan 

berinisiatif menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan menjadi penggerak bagi 

berjalannya proses pendidikan (Nadir, 2017:153). 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru. Kepala sekolah bertanggung 

jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, 

pembinaan tenaga lainnya, dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan 
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prasarana. Guru sebagai pendidik profesional dituntut bekerja berdasarkan pola 

kinerja profesional untuk memberi kemudahan dan mendukung keberhasilan 

pembelajaran peserta didik. Kurang maksimalnya kepala sekolah dalam membina 

dan membimbing guru-guru, sehingga masih ada guru yang kurang disiplin dalam 

bertugas, terlambat datang dan pulang lebih awal serta kondisi lainnya yang 

menjadi permasalahan di lembaga pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan 

kinerja guru sangat diperlukan sebagai upaya mewujudkan guru yang kompeten 

dan profesional (Kasidah et al., 2017:128). 

Kinerja seorang guru menunjukkan kemampuan yang dimiliki guru 

dalam bekerja, termasuk sesuatu yang dicapai dan prestasi yang diperlihatkan. 

Kinerja tersebut berfungsi sebagai perangkat perilaku yang dapat menunjukkan 

kompetensi guru yang bersangkutan dalam menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik. Kualitas kinerja guru tampak pada interaksi belajar 

mengajar di kelas dalam memberikan pelajaran kepada siswanya. Dengan 

demikian, kinerja guru yang maksimal dapat menghasilkan kualitas belajar siswa 

yang optimal dan mampu mendorong peningkatan prestasi belajar siswa 

(Brotosedjati, 2012:232). 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada 

pelaksanaan MBS di sekolah dan kepemimpinan demokratis kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru kelas di SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota, 

Kudus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah terhadap kinerja guru 

kelas di SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus? 

2. Bagaimana pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

kinerja guru kelas di SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus? 
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3. Bagaimana pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah dan kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru kelas di 

SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. 

1. Menganalisis pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah terhadap kinerja guru 

kelas di SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

kinerja guru kelas di SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh Manajemen Berbasis Sekolah dan kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah secara bersama-sama terhadap kinerja guru kelas di 

SD Negeri Gugus Kartini Kecamatan Kota Kudus. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dalam pendidikan khususnya pada pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Sekolah dan kepemimpinan demokratis kepala sekolah terhadap 

kinerja guru kelas. 

b. Memberikan kontribusi gagasan bagi pengembang ilmu khususnya yang 

berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan dan penguatan peran kepala 

sekolah. 

 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian dapat memberikan gambaran terkait 

profesionalisme kepala sekolah dalam menentukan kebijakan pengelolaan 

sekolah yang lebih efektif dan efisien guna perbaikan mutu sekolah. 

b. Bagi guru kelas, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi 

terkait pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah dan kinerja guru dalam 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawab guru kelas dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan. 

c. Bagi peneliti, memberikan manfaat sebagai penambah pengetahuan 

tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah serta kepemimpinan 

demokratis kepala sekolah dalam upaya mendorong peningkatan kinerja 

guru. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Subjek penelitian ini adalah guru kelas SD Negeri Gugus Kartini 

Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus. Objek penelitian ini adalah Manajemen 

Berbasis Sekolah, kepemimpinan demokratis kepala sekolah, dan kinerja guru 

kelas. Ruang lingkup Manajemen Berbasis Sekolah yang dipilih dalam penelitian 

ini dibatasi pada aspek pengelolaan ketenagaan, pengelolaan fasilitas, dan 

pengelolaan pelayanan siswa sebagai indikator variabel Manajemen Berbasis 

Sekolah (Ardiansyah et al., 2018:13-15). Indikator-indikator tersebut dipilih 

dengan mempertimbangkan kondisi sekolah yang diteliti berdasarkan hasil 

observasi awal.  

Ruang lingkup kepemimpinan demokratis kepala sekolah pada penelitian 

ini mengacu pada karakteristik yang ditunjukkan pada gaya kepemimpinan 

demokratis. Indikator yang dapat dirumuskan dari kepemimpinan demokratis 

antara lain: (1) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, (2) berfokus pada 

pencapaian tujuan atau hasil, (3) berorientasi pada sumber daya manusia dan 

kerjasama kelompok, (4) merumuskan sasaran kelompok dan merangsang 

kreativitas, dan (5) bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil 

(Hafulyon, 2012:122). 

Ruang lingkup kinerja guru pada penelitian ini difokuskan pada standar 

kompetensi guru dalam penilaian kinerja guru. Standar kompetensi guru tersebut 

terdiri dari 4 (empat) kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

sosial, dan profesional sesuai dengan Permendiknas No. 16 tahun 2007 sebagai 

acuan. 
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1.6 Definisi Operasional Variabel 

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) adalah variabel bebas pertama (X1) 

dalam penelitian ini. MBS sesuai dengan penjelasan pasal 51 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 

bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan jenjang 

pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang 

ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan/kerjasama, partisipasi, keterbukaan, 

dan akuntabilitas. Pelaksanaan MBS pada hakikatnya adalah pengelolaan terhadap 

komponen-komponen sekolah itu sendiri sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku. Pengelolaan yang dilakukan 

sekolah berarti mengelola substansi-substansi pendidikan di suatu sekolah agar 

berjalan dengan tertib, lancar, dan terintegrasi dalam suatu sistem kerjasama yang 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan sekolah (Rostini dan Dianah, 2016:1). 

Indikator yang diteliti adalah pengelolaan ketenagaan, pengelolaan fasilitas, dan 

pengelolaan pelayanan siswa. 

Indikator pengelolaan ketenagaan meliputi analisis kebutuhan, 

perencanaan, pengembangan, reward and punishment, hubungan kerja, hingga 

evaluasi kinerja. Subjek ketenagaan yang mengelola MBS meliputi kepala 

sekolah, guru, dan pegawai sekolah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang 

telah ditentukan melalui rapat sekolah. Indikator pengelolaan fasilitas meliputi 

pengadaan, pemeliharaan, perbaikan, dan pengembangan fasilitas sekolah. 

Pengelola sekolah melaksanakan secara mandiri untuk memaksimalkan sumber 

daya yang dimiliki sekolah sesuai dengan kebutuhan sekolah tersebut. 

Kecukupan, kesesuaian, dan kemutakhiran fasilitas sekolah menjadi hal yang 

utama diperhatikan dalam menilai kelayakan pengelolaan fasilitas sekolah. 

Indikator pengelolaan pelayanan siswa meliputi data-data yang diperoleh dalam 

penerimaan siswa baru, pengembangan/pembinaan/pembimbingan, penempatan 

untuk melanjutkan sekolah atau memasuki dunia kerja, dan pengelolaan alumni. 

Analisis dari data-data yang diperoleh dari tahun ke tahun tersebut menentukan 

tujuan dan arah kebijakan pengelolaan MBS selanjutnya dengan tujuan 
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meningkatkan kualitas lulusan sebagai sumber daya manusia yang dididik di 

sekolah tersebut. 

Kepemimpinan demokratis kepala sekolah adalah variabel bebas kedua 

(X2) dalam penelitian ini. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan pola perilaku 

kepala sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kepala 

sekolah dituntut mampu mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama-sama 

dalam tugas yang berkaitan untuk mencapai yang diinginkan. Dalam menjalankan 

tugas dan tanggung jawabnya, kepala sekolah perlu menjalankan peran dan 

fungsinya secara maksimal. Kepemimpinan kepala sekolah pada hakikatnya 

adalah kepala sekolah yang memahami dan menguasai kemampuan manajerial 

dan kepemimpinan yang efektif  (Idris, 2017:33). Indikator yang diteliti meiputi: 

(1) mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab, (2) berfokus pada pencapaian 

tujuan atau hasil, (3) berorientasi pada sumber daya manusia dan kerjasama 

kelompok, (4) merumuskan sasaran kelompok dan merangsang kreativitas, dan 

(5) bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil. 

Indikator mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab terkait dengan 

tugas kepala sekolah sebagai manajer yang mengatur dan mendelegasikan 

tanggung jawab. Indikator berfokus pada pencapaian tujuan atau hasil terkait 

dengan tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh kepala sekolah dalam 

memastikan tujuan yang hendak dicapai dapat berhasil. Indikator berorientasi 

pada sumber daya manusia dan kerjasama kelompok terkait dengan upaya kepala 

sekolah dalam menggerakkan guru, pegawai sekolah, dan pihak di luar sekolah 

demi kemajuan sekolah. Indikator merumuskan sasaran kelompok dan 

merangsang kreativitas terkait dengan strategi yang dijalankan oleh kepala 

sekolah dalam menggerakkan pengelola dalam melaksanakan program-program 

sekolah yang telah dicanangkan. Indikator bertanggung jawab terhadap keputusan 

yang diambil terkait dengan integritas dan komitmen kepala sekolah sebagai 

pemimpin terhadap segala tindakan yang dilakukan dalam upaya mengelola 

sekolah. 

Kinerja guru adalah variabel terikat (Y) dalam penelitian ini. Kinerja 

guru adalah kemampuan seorang guru untuk melakukan perbuatan sesuai dengan 
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tujuan yang telah ditetapkan, yang mencakup aspek perencanaan program belajar 

mengajar, pelaksanaan proses belajar mengajar, penciptaan dan pemeliharaan 

kelas yang optimal, pengendalian kondisi belajar yang optimal, serta penilaian 

hasil belajar. Kinerja guru dinilai berdasarkan pada standar kompetensi guru 

diatur dalam Permendiknas No. 16 tahun 2007, terdiri dari kompetensi pedagogik, 

kepribadian, sosial, dan profesional. 

Indikator kompetensi pedagogik menekankan pada kemampuan seorang 

guru dalam mengelola pembelajaran di kelas, pemahaman wawasan dan peserta 

didik, pengembangan kurikulum/silabus, rancangan pembelajaran, dan sarana 

pembelajaran, termasuk evaluasi dan pengembangan hasil belajar peserta didik. 

Indikator kompetensi kepribadian terkait dengan sikap dan perilaku seorang guru 

sehari-hari. Kepribadian guru sebagai pendidik diharapkan memiliki sikap dan 

perilaku mulia dan terpuji yang mencerminkan nilai-nilai moral yang luhur 

sehingga menjadi teladan bagi siswa. Indikator kompetensi sosial terkait dengan 

kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan siswa, sesama guru, dan 

masyarakat sebagai penyampai informasi pendidikan. Indikator kompetensi 

profesional terkait dengan penguasaan ilmu, teknologi, dan seni yang digunakan 

untuk menunjang pembelajaran. Hal tersebut terintegrasi dalam perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran yang dilakukan guru. Penguasaan yang 

dimaksud termasuk dengan langkah-langkah untuk selalu memperbarui wawasan 

ilmu, teknologi, dan seni agar selalu mutakhir. 

 


